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KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 
a. 	 Per Se Illegal dan Rule of Reason merupakan suatu teori yang 
digunakan untuk menilai terhadap tindakan yang dilarang dalam 
UU No.5 Tahun 1999. Dapat juga dikatakan bahwa per se illegal 
dan rule of reason merupakan standar legalitas dalam menilai 
pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam 
UU No.5 Tahun 1999. Kedua teori tersebut mempunyai karakteristik 
yang berbeda, namun perbedaan yang paling signifikan adalah 
dalam hal pembuktian dimana dalam per se illegal, perjanjian, 
ataupun perbuatan tertentu dianggap secara inheren bersifat anti 
kompetitif dan merugikan tanpa perlu adanya pembuktian lebih 
lanjut bahwa perjanjian atau perbuatan yang dituduhkan tersebut 
secara nyata telah merusak persaingan, sedangkan dalam rule of 
reason diperlukan adanya pembuktian terhadap perjanjian ataupun 
perbuatan yang dituduhkan menimbulkan dampak negatif bagi 
persaingan secara signifikan. 
b. 	 Pada pasal-pasal yang terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1999. 
Pelarangan yang bersifat per se illegal dilihat dari tidak 
disebutkannya dalam perumusan pasal tentang persyaratan yang 
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan 
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usaha tidak sehat. Pada pasal-pasal yang dilarang secara rule of 
reason, dilihat dari kata-kata dapat mengakibatkan terjadinya 
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 
Penggolongan pasal-pasal yang terdapat dalam UU NO.5 Tahun 
1999 secara per se illegal dan rule of reason tersebut merupakan 
upaya yang nantinya diharapkan mampu memberi kepastian 
adanya suatu pasal dilarang secara per se illegal dan pasal lainnya 
dilarang secara rule of reason. 
2. 	 Saran 
a. 	 Teori per se illegal dan rule of reason merupakan teori yang 
melandasi UU NO.5 Tahun 1999. Seluruh peraturan Larangan 
Praktek Monopoli baik yang terdapat di Indonesia ataupun negara 
lain yang ada di dunia menggunakan kedua teori tersebut untuk 
menilai dan memeriksa kasus-kasus pelanggaran terhadap UU 
NO.5 Tahun 1999 sehingga disarankan pengkajian dan penelitian 
yang lebih intensif terhadap kedua teari tersebut oleh para praktisi. 
Eksistensi pembuat undang-undang diharapkan dapat memberi 
rumusan yang lebih baik terhadap teori per se illegal dan rule of 
reason yang nantinya akan memberi batasan yang Jebih jelas 
terhadap perbedaan kedua teari tersebut dan Jebih jauh lagi 
membuka kesempatan untuk menciptakan peraturan Larangan 
Praktek Monopoli yang lebih sempurna. 
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b. 	 Dalam pelaksanaan penegakan hukum di bidang persaingan 
usaha, banyak pasal dalam UU No. 5 Tahun 1999 tidak dijelaskan 
lebih lanjut dibagian penjelasan undang-undang tersebut sehingga 
menimbulkan penafsiran yang tuas sehingga disarankan 
terbukanya kemungkinan terhadap amandemen UU NO.5 Tahun 
1999 jika dirasa UU tersebut tidak lagi membawa manfaat sesuai 
dengan tujuannya. Namun perubahan terhadap UU No.5 Tahun 
1999 juga harus dilakukan berdasar pengkajian yang mendalam 
yang dilakukan oleh pemerintah, penegak hukum, praktisi hukum 
dan para akademisi. 
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